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HUFEUMNYA

A. Latar Belakang

1.

Memperhatikan langkah teges Pemerintah untuk membubarkan FPI
melalui Keputusan Bersama IMenteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesie, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, Nomor: 220-4780 Tahun 2020, Nomor:
M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor: 690 Tahun 2020, Nomor: 264
Tahun 2020, Nomor: KB/3/XIl/ 020, dan Nomor: 320 Tahun 2020, tentang
Larangan Kegiatan, Pengguncan Simbol dan Atribut serta Penghentian
Kegiatan Front Pembela Islkim, dipandang periu untuk menetapkan
larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk berafiliasi dengyan dan/atau
mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan
yang dicabut status badan hukumnya.

Organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut
status badan hukumnya sebajaimana dimaksud dalam angka 1 adalah
organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan
pengadilan dan/atau keputusan pemerintah dinyatakan dibubarkan,
dibekukan dan/atau dilarang nelakukan kegiatan, karena bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945, melakukan kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan terorisme, riengganggu ketertiban umum dan/atau
Kegiatan lain yang mengancan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi yang saat ini ¢nyatakan teriarang dan/atau organisasi
kemasyarakatan yang dicabu: status badan hukumnya adalah Partai
Komunis Indonesia, Jamaal Islamiyah, Gerakan Fajer Nusantara
(Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD),
dan Front Pembela Islam (FPI)



4. Aparatur Sipil Negara harus rienjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia
dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negjara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah yang sah, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu
bangsa. Keterlibatan Aparatu- Sipil Negara dalam mendukung dan/atau
berafiliasi dengan  orgarisasi terlarang dan/atau  organisasi
kemasyarakatan yarng dicabut status badan hukumnya, dapat
menimbulkan radikalisme nejatif di lingkungan Aparatur Sipil Negara,
sehingga patut untuk dicegah

5. Untuk mencegah dan meangani tindaken radikalisme negatif di
lingkungan aparatur sipil neg¢ara, telah ditandatangani Surat Keputusan
Bersama 11 (sebelas) Menteii dan Pimpinan LPNK tentang Penanganan
Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada
Aparatur Sipil Negara pada ta1ggal 12 November 2019.

6. Memperhatikan dinamika parkembangan saat ini, dipandang periu
melakukan pengaturan lebih lanjut atas penetapan Surat Keputusan
Bersama sebagaimana tersek ut pada angka 5.

7. Sehubungan dengan hal ters:but, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang
Larangan Berafiliasi Dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang
dan/atau Organisasi Kema:yarakatan Yang Dicabut Status Badan
Hukumnya bagi Aparatur Sipii Negara.

B. Maksud dan Tujuan

. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkain untuk menjadi pedoman/panduan bagi
Pimpinan perangkat daerah dalam memberikan larangan, mencegah, dan
melakukan tindakan terhadep Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi
dengan dan/atau mendukun¢ organisasi terlarang dan/atau organisasi
kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

2. Tujuan:

a. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kepala Badan Kepegawaian
Negara sebagaimana tersebut pada butir A angka 1 di atas di
lingkungan Aparatur Sipil Megara;

b. Menjaga Aparatur Sipil Ne yara agar menjunjung tinggi rilai-nilai dasar
Aparatur Sipil Negara, menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil
Negara, dan berfungsi seb.agai unsur perekat dan pemersatu bangsa
berdasarkan Pancasila den Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sip.| Negara (UU ASN);

Menjaga agar Aparatur Sipil Negara tetap fokus berkinerja
memberikan pelayanan ya g prima kepada masyarakat.

_(')

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini inencakup pengaturan tentang pelarangan,
pencegahan, dan penindakan begi Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi
dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi
kemasyarakatan yang dicabut statt s badan hukumnya.




D. Ketentuan

1.

Pimpinan Perangkat Daerah diharuskan melakukan langkah langkah

pelarangan keterlibatan Aparatu: Sipil Negara dalam organisasi terlarang

dan/atau organisasi kemasycrakatan yang dicabut status badan

hukumnya.

Pelarangan dimaksud mencakup pelarangan Aparatur Sipil Negara untuk:

a. menjadi anggota, atau memiliki pertalian lain dengan organisasi
terlarang dan/atau organisusi kemasyarakatan yang dicabut status
badan hukumnya;

b. memberikan dukungan baik secara langsung maupun ticak langsung
kepada organisasi terlarar g dan/atau organisasi kemasyarakatan
yang dicabut status badan hukumnya;

—C. menjadi — simpatisan - org: nisasi - terlarang - dan/atau organisasi

kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

d. terlibat dalam kegiatan-k2giatan organisasi terlarang dan/atau
organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

¢. menggunakan simbol-simbci dan atribut organisasi terlarang dan/atau
organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

f. menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk
mengekspresikan dukungen, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam
kegiatan, dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang
dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan
hukumnya,

g. melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi
terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status
badan hukumnya.

Pimpinan Perangkat Daerch wajib melakukan langkah-langkah
pencegahan agar Aparatur 3ipil Negara tidak melanggar larangan
keterlibatan Aparatur Sipil Nejara dalam organisasi terlarang dan/atau
organisasi kemasyarakatan yeng dicabut status badan hukumnya, yang
mencakup:

a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar
Aparatur Sipil Negara, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai
Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya;

b. mendorong keteladanan piinpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar
Aparatur Sipil Negara di seluruh unit kerja;

¢. membuka ruang konsultesi dan pembinaan bagi Aparatur Sipil
Negara;

d. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;

¢. menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jeia agar tidak
terjadi pelanggaran yang sema oleh Aparatur Sipil Negara lainnya:

. membuka pengaduan untul lingkungan internal dan eksternal:

g. tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai katentuan.

Pimpinan Perangkat Daerch wajib melakukan langkah-langkah

penindakan terhadap Aparewr Sipil Negara yang terlibat dalam

organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan vang dicabut

status badan hukumnya, yang mencakup:

a. Menindaklanjuti setiap pergaduan yang diterima melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;




b. Menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim
Satuan Tugas vyang dibentuk sesuai dengan SKB tentang
Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan
Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara,

¢. Menjatuhkan hukuman disiglin kepada Aparatur Sipil Negara yang
terbukti melakukan pelanggeran terhadap larangan keterlivatan pada
organisasi terlarang dan/z.au organisasi kemasyarakatan yang
dicabut status badan hukumi ya.

4. Dasar hukum penjatuhan hukun.an disiplin:

a. UU Nomor 5 Tahun 2014 ten ang Aparatur Sipil Negara:

1) Pasal 23 huruf a: _
Pegawai Aparatur Sipil Ne jara wajib setia dan taat pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar N2gara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republil. Indonesia, dan pemerintah yang sah;

2) Pasai 86 ayat (3):
PNS yang melakukan »elanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin;

3) Pasal 87 ayat (4) huruf a:
PNS diberhentiken tidal: dengan hormat karena melakukan
penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Uncang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Pasal 105 ayat (3) huruf a
Pemutusan hubungan parjanjian kerja PPPK dilakukan tidak
dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap
Pancasila dan Undang-Urdang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana
telah diubah melalui PP Nomar 17 Tahun 2020:
Pasal 250 huruf a: -
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan
penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

C. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Pasal 53 ayat (3) huruf a: .
Pemutusan hubungan perjarjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan
hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

d. PP Nomor 53 Tahun 2010 teatang Disiplin PNS
1) Pasal 3 angka 3:
Setiap PNS waijib setia can taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republiiz Indonesia, dan Pemerintah;

2) Pasal 8 angka 1:
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 7
ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewaijiban: setia
dan taat sepenuhnya kzpada Pancasila dan Undeng-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan




Republik dan Pemerinta1 sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

3) Pasal 9 angka 3:

Hukuman disiplin sedany sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7
ayat (3) dijatuhkan bag pelanggaran terhadap kewajiban: setia
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik :ndonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersaiigkutan;

4) Pasal 10 angka 1: e ) ~
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dijatunkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: setia
dan taat sepenuhnya Kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik [ndonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah dan/ateu negara;

5) Penjelasan Pasal 3 angka 3:

Yang dimaksud dengan "setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah" adalah setiep PNS di samping taat juga berkewajiban
melaksanakan ketentuar Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta
tidak mempermesalahken dan/atau menentang Parcasila, dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

e. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 7:

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari
setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada
etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri
sendiri dan sesama Pegawai

Negeri Sipil yang diatur dalalam Peraturan Pemerintah ini.

2) Pasal 8:
Etika dalam bernegara meliputi:

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

¢. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam melaksanakan tugas;

e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa;




f tanggap, terbuka, juur, dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap lebijakan dan program Pemerintah;

g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara
secara efisien dan efetif;

h tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak
benar.

E. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani bagi seluruh
r Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam
E penanganan dan pencegahan masuknya paham radikal yang negatif.

Plh, BUPATI DEMAK.
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